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ABSTRAK 

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan tekanan serius terhadap keberlangsungan hubungan 

kerja di Indonesia, khususnya terkait praktik pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak 

normatif pekerja. Dalam praktiknya, banyak buruh dirumahkan tanpa kepastian status 

hukum, yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak pesangon dan penghargaan masa 

kerja. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketentuan hukum ketenagakerjaan, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, diterapkan dalam situasi krisis 

pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah 

peraturan perundang-undangan dan menganalisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial 

Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst sebagai studi kasus. Pengumpulan data dilakukan 

melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan perusahaan yang merumahkan pekerja tanpa kejelasan status dan tanpa 

pemenuhan hak normatif dapat dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja 

terselubung (constructive dismissal). Pengadilan menegaskan bahwa kondisi pandemi tidak 

menghapus kewajiban hukum pengusaha terhadap pekerja. Penelitian ini terbatas pada satu 

putusan pengadilan dan menggunakan pendekatan normatif, sehingga belum sepenuhnya 

menggambarkan variasi praktik di lapangan. Namun demikian, temuan penelitian ini 

menegaskan keberlakuan norma hukum ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan 

berimplikasi pada penguatan kepastian hukum serta perlindungan hak pekerja, sekaligus 

menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan 

perbandingan putusan. 

Kata Kunci: Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK), Pandemi COVID-19. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama 

dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam pengaturan 

hubungan ketenagakerjaan. Prinsip negara hukum menuntut agar pembangunan 

ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjamin 

perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak pekerja sebagai subjek 

pembangunan (Iqbal, 2023). Dalam konteks ketenagakerjaan, pekerja memiliki posisi 

strategis sekaligus rentan karena hubungan kerja menempatkan mereka di bawah 

perintah pengusaha, dengan ketergantungan pada pemenuhan hak normatif seperti 

upah, jaminan kerja, dan perlindungan hukum (Dony Sipayung et al., 2022). 

Hubungan industrial yang ideal menuntut keseimbangan kepentingan antara 

pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, hubungan kerja 

kerap diwarnai oleh perselisihan, terutama terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) 

dan pemenuhan hak pekerja (Suhartini et al., 2020). Perselisihan tersebut dapat 

berupa perselisihan hak, kepentingan, maupun PHK, yang penyelesaiannya berada 

dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (Thaib & Nofrial, 2019). 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konflik hubungan industrial semakin 

kompleks ketika terjadi krisis ekonomi atau keadaan memaksa (force majeure), yang 

sering kali dimanfaatkan sebagai dasar pembenaran pelanggaran hak pekerja 

(Avriandi & Sihotang, 2022). 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menjadi titik kritis yang 

memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Kebijakan pembatasan aktivitas 

masyarakat berdampak langsung pada operasional perusahaan, yang berujung pada 

meningkatnya praktik perumahan pekerja dan PHK secara massal (Budiwati et al., 

2022). Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 2,8 juta pekerja 

terdampak PHK dan dirumahkan pada pertengahan tahun 2020 (Kemnaker, 2020). 

Dalam situasi tersebut, banyak pekerja tidak memperoleh hak pesangon dan 

penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
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sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan normatif 

bagi pekerja (Nurhasanah & Samudra, 2021). 

Meskipun regulasi ketenagakerjaan Indonesia telah mengatur secara jelas 

mengenai hak pesangon dan penghargaan masa kerja dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, implementasinya dalam kondisi krisis 

masih menyisakan kesenjangan antara norma dan praktik. Sejumlah studi 

menegaskan bahwa pandemi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan 

kewajiban hukum pengusaha terhadap pekerja, karena perlindungan hukum 

ketenagakerjaan tetap bersifat mengikat (Kusumaweningrat, 2021). Namun demikian, 

kajian yang secara spesifik menganalisis penerapan hak pesangon dan penghargaan 

masa kerja melalui putusan pengadilan masih relatif terbatas. 

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis 

penerapan hak pesangon dan hak penghargaan masa kerja bagi pekerja selama 

pandemi COVID-19 melalui studi kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial 

Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Artikel ini diharapkan memberikan 

kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait 

perlindungan pekerja dalam situasi force majeure, serta kontribusi praktis bagi 

penegakan hukum hubungan industrial agar tetap menjunjung prinsip keadilan, 

kepastian hukum, dan perlindungan hak pekerja dalam kondisi krisis. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis 

norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan 

pemenuhan hak pesangon dan penghargaan masa kerja bagi buruh dalam masa 

pandemi COVID-19. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk 

mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang tertulis dalam peraturan 
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perundang-undangan serta putusan pengadilan, sehingga sesuai untuk menganalisis 

permasalahan hukum ketenagakerjaan secara mendalam dan sistematis (Roestamy et 

al., 2020). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan sifat deskriptif-

analitis. Studi kasus dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai 

penerapan hukum ketenagakerjaan melalui analisis Putusan Pengadilan Hubungan 

Industrial Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum yang terjadi dalam 

praktik, khususnya terkait pemenuhan hak normatif buruh yang dirumahkan selama 

pandemi COVID-19. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan atau responden secara 

langsung karena sepenuhnya berbasis dokumen hukum tertulis. 

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021, serta Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 

318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, 

jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan hukum ketenagakerjaan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun bahan hukum tersier 

digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas pemahaman terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder (Ali, 2010). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen 

putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan teknik 

wawancara maupun observasi lapangan karena data yang dibutuhkan telah tersedia 

secara tertulis dan bersifat autoritatif. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik 

analisis kualitatif normatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi yuridis untuk 

mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam kasus konkret 
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(Roestamy et al., 2020). Penelitian ini dilakukan secara konseptual dan normatif 

berbasis kajian hukum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perumahan pekerja tanpa kejelasan status 

kerja dan tanpa pemenuhan hak normatif selama pandemi COVID-19 merupakan bentuk 

pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial 

Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, pengadilan menilai tindakan perusahaan yang 

tidak mempekerjakan kembali pekerja, tidak membayarkan upah, serta tidak melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sah sebagai bentuk PHK terselubung (constructive 

dismissal). Temuan ini menegaskan bahwa perumahan pekerja yang berlangsung lama tanpa 

kepastian hukum tidak dapat dibenarkan, meskipun dilakukan dalam konteks krisis 

pandemi. 

Pengadilan menegaskan bahwa alasan pandemi COVID-19 tidak secara otomatis 

memenuhi unsur force majeure yang membebaskan pengusaha dari kewajiban hukum. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, PHK tetap harus 

dilakukan melalui prosedur yang sah dan disertai pemenuhan hak pesangon, uang 

penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Dalam perkara ini, majelis hakim 

memerintahkan perusahaan untuk membayar kompensasi tersebut, yang menunjukkan 

bahwa hukum ketenagakerjaan tetap memiliki daya mengikat meskipun berada dalam 

kondisi darurat (Kusumaweningrat, 2021). 

Secara normatif, temuan ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian hukum dalam 

praktik perumahan pekerja justru menjadi sumber utama terjadinya perselisihan hubungan 

industrial. Ketidaktegasan status pekerja; apakah masih bekerja, dirumahkan, atau telah di-

PHK yang menyebabkan pekerja kehilangan akses terhadap hak ekonomi dan perlindungan 

sosial. Situasi ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa pandemi 

memperbesar ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha, terutama ketika 

regulasi ditafsirkan secara sepihak oleh pihak perusahaan (Hetiyasari, 2022). 
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Dari perspektif teori keadilan, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan 

distributif dengan menempatkan pekerja sebagai pihak yang harus dilindungi dalam kondisi 

ketimpangan struktural. Pengadilan tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal terhadap 

peraturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak substantif yang dialami pekerja akibat 

tidak terpenuhinya hak pesangon dan penghargaan masa kerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

hukum ketenagakerjaan tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga 

sebagai sarana korektif untuk memulihkan kerugian pekerja dalam hubungan industrial yang 

tidak seimbang. 

Selain itu, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam 

hubungan kerja, khususnya dalam situasi krisis. Ketidakjelasan kebijakan perusahaan terkait 

perumahan dan PHK berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak 

asasi pekerja. Putusan PHI dalam perkara ini memperkuat pandangan bahwa pengusaha 

tidak dapat menggunakan alasan efisiensi atau pandemi sebagai justifikasi untuk 

meniadakan hak normatif pekerja, tanpa melalui mekanisme hukum yang sah (Fadilah & 

Nugroho, 2021). 

Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki signifikansi penting bagi 

pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Putusan tersebut menjadi preseden 

bahwa perlindungan pekerja tetap harus ditegakkan dalam kondisi force majeure, sekaligus 

menjadi peringatan bagi pengusaha agar tidak menyalahgunakan situasi krisis untuk 

menghindari kewajiban hukum. Temuan ini juga menguatkan peran Pengadilan Hubungan 

Industrial sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial dan 

menjamin perlindungan hukum bagi pekerja di masa darurat. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak dapat dijadikan dasar 

pembenaran hukum bagi pengusaha untuk mengabaikan kewajiban pemenuhan hak 

pesangon dan penghargaan masa kerja bagi pekerja. Melalui analisis Putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, ditemukan bahwa praktik 

perumahan pekerja tanpa kepastian status kerja dan tanpa pembayaran hak normatif 

merupakan bentuk pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan dapat dikualifikasikan sebagai 
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pemutusan hubungan kerja terselubung. Putusan tersebut menegaskan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tetap berlaku dan mengikat meskipun 

berada dalam kondisi krisis atau keadaan memaksa. 

Dari sisi normatif, penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan 

perlindungan pekerja dalam hubungan industrial, khususnya ketika terjadi ketimpangan 

posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Pengadilan Hubungan Industrial berperan 

strategis sebagai instrumen korektif untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, kepastian 

hukum, dan perlindungan hak pekerja tetap ditegakkan dalam situasi darurat. Temuan ini 

memperkuat pandangan bahwa pendekatan hukum ketenagakerjaan tidak semata bersifat 

prosedural, tetapi juga substantif dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang 

dialami pekerja. 

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penguatan kajian hukum ketenagakerjaan 

berbasis putusan pengadilan dalam konteks pandemi COVID-19. Artikel ini memberikan 

pemahaman empiris mengenai penerapan norma hukum terkait hak pesangon dan 

penghargaan masa kerja, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai batasan 

penggunaan alasan force majeure dalam praktik hubungan industrial di Indonesia. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan variasi 

penerapan hukum dalam perkara sejenis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan 

untuk melakukan kajian komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan atau 

menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan wawancara terhadap hakim, pekerja, 

atau pengusaha. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum ketenagakerjaan dalam situasi 

krisis di masa mendatang. 
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